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1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai negara hukum, Indonesia sangat menjamin perlindungan

terhadap hak-hak seluruh rakyatnya. Keberadaan hukum memang merupakan

suatu hal yang universal dan tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat.

Meskipun bentuk dan sistem hukum dapat berbeda-beda antara satu

masyarakat dengan masyarakat lainnya, setiap komunitas manusia pasti

memiliki aturan atau norma yang mengatur perilaku anggotanya.

Hukum memiliki fungsi yang sangat penting dalam menjaga ketertiban

dan keadilan di masyarakat. Hubungan antara hukum dan masyarakat bersifat

timbal balik, di mana hukum mengatur perilaku masyarakat, dan masyarakat

pada gilirannya juga mempengaruhi perkembangan dan penerapan hukum.

Dalam masyarakat modern, hukum cenderung lebih kompleks dan terstruktur,

mencakup berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, politik, dan

budaya. Sedangkan dalam masyarakat yang lebih primitif atau tradisional,

hukum mungkin lebih sederhana dan lebih banyak dipengaruhi oleh adat

istiadat atau tradisi setempat.1

Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau

penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.

Masyarakat sangat berkepentingan, bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan

hukum, keadilan diperhatikan. Kualitas pembangunan dan penegakan hukum

1 H. Za iieni Aisyha idiie, dain Airiief Ra ihma in, Piengaintair Ilmu Hukum,(Jaika itai, PT Ra ijaiGraifindio Piersa idai,
2013), hlm 21.
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yang dituntut masyarakat saat ini bukan sekadar kualitas formal, melainkan

adalah kualitas materil/substansial.2

Trafficking atau perdagangan manusia terutama terhadap perempuan

dan anak telah lama menjadi masalah nasional dan internasional bagi berbagai

bangsa di dunia, termasuk di dalamnya Negara Indonesia. Perdagangan

manusia sudah demikian akrab terjadi di masyarakat. Namun secara

terminologis tampaknya belum banyak dipahami orang.3 Masalah kemiskinan

tampaknya menjadi alasan utama atas pertanyaan mengapa perdagangan

manusia terus mengalamai peningkatan sadar tidak sadar modus ini sudah

menjadi salah satu sumber penghasilan yang menggiurkan.4

Untuk secara tegas melindungi korban perdagangan orang di Indonesia,

maka disahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang TPPO

(Tindak Pidana Perdagangan Orang). Oleh karena itu, dalam KUHP (Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana) yang oleh sebagian kalangan dianggap tidak

memberikan perlindungan karena ancaman hukumnya masih terlalu ringan,

tidak lagi digunakan untuk mengancam hukuman bagi pelaku perdagangan

orang; justru Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang kini

menggunakan ancaman hukuman yang sangat tinggi untuk pelaku

perdagangan orang.

Dalam beroperasi kejahatan tindak pidana perdagangan orang selalu

dilakukan secara tertutup dan menyimpang dari hukum. Pedagang orang

menjadi cepat, suatu petunjuk lintas batas negara dengan cara kerja yang

cukup membahayakan untuk korban tindak pidana. Kejahatan perdagangan

2 Maiidin Gultion. Pierlindungain Hukum Tierhaidaip A inaik Dain Pieriempuain. (Baindung: Riefika i Aiditaima i

2018), hlm 11.
3 M.Za iielaini Taimma ika i, Mienuju Jurnailism ie Bierp ierikiemainusiaiain Kaisus Traifficking dailaim Liputain
Miediai di Jaiwai Tiengaih dain DIY,( Suraika irtai, Aiji Suraikairtai 2003), hlm 3.
4 http://id,shy ioiong.ciom/s iociail-ci iencies/1824479- sieribu-wa ijaih-pierdaiga ingain ma inusiai Sieibu Waijaih
Pierdaigainga in Mainusia i,diaiksies Sienin 24 Juni 2024, Pukul 23.30 WIB.
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orang yang berkembang karena adanya suatu faktor yaitu kemiskinan.

Masyarakat yang mengalami kemiskinan yang berada disuatu daerah-daerah

terpencil akan dijanjikan oleh pelaku untuk mendapatkan pekerjaan dengan

gaji yang besar yang membuat korban tertarik akan ajakan pelaku. Kondisi ini

disebabkan karena rendahnya pendidikan. Masyarakat yang memiliki

pendidikan yang rendah tidak mengetahui bahwa ajakan dari pelaku

merupakan suatu kejahatan. Selain itu adanya pola pemikiran yang instan

yaitu ingin cepat memiliki kekayaan yang berlimpah.5

Setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang wajib

mempertanggung jawabkan semua perbuatanya didepan hukum.

Pertanggungjawaban pidana intinya adalah suatu akibat kurang baik terhadap

sikap menyimpang yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Selain itu

pertanggungjawaban pidana juga bisa berguna buat terwujudnya suatu

peristiwa yang ingin diperoleh berasal dari penjatuhan pidana itu. Di sisi yang

lain, pertanggung jawaban pidana dimaksudkan untuk membenahi perilaku

atau tingkah laku terpidana serta untuk mencegah agar orang lain tidak

memungkinkan membuat suatu tindakan pidana yang serupa.6

Pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam hal ini mengartikan

Setiap orang yang dalam UU PTPPO (Undang-Undang Pemberantasan Tindak

Pidana Perdagangan Orang) dipahami sebagai orang perseorangan atau

korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Pelaku

perdagangan orang seringkali dapat melakukan apa saja sesuai dengan

keinginan yang dapat merugikan terhadap pihak yang menjadi korban

perdagangan orang, karena si pelaku perdagangan orang mempunyai kuasa

atau kekuatan terhadap diri si korban perdagangan orang tersebut, berkenaan

5 Siti Riochma ih, dain Frains Sima ingungsiong, Jurnail Pierta inggungjaiwaibain pidainai tierhaidaip pielaiku
tindaik pidainai pierdaigaingain ioraing,(Suraibaiya i Univ iersitais 17 Aigustus 1945, 2023), hlm 233.
6 Ibid hlm. 233.
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dengan ini si pelaku pun kerap kali melakukan pemaksaan dengan cara-cara

yang membuat si korban perdagangan orang tersebut tidak berdaya untuk

dapat melawan baik itu dengan ancaman kekerasan atau secara psikis atau

fisik. Ancaman lebih lanjut menyebabkan kerja sama atau kepatuhan dari

orang yang dipaksa.7

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku eksploitasi orang dalam

upaya mendapatkan keuntungan materi dilatarbelakangi oleh upaya untuk

melindungi hak asasi manusia, integritas, dan martabat individu. Eksploitasi

orang, seperti perdagangan manusia atau pekerja paksa, menciptakan kondisi

yang melanggar hak asasi manusia.

Pemberlakuan hukuman pidana bertujuan untuk memberikan efek jera,

memastikan keadilan, dan melindungi masyarakat dari praktik yang

merugikan. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan upaya untuk

mencegah eksploitasi manusia untuk keuntungan pribadi atau korporat.

Latar belakang hukuman pidana terhadap eksploitasi orang juga terkait

dengan komitmen internasional dan nasional untuk melawan perdagangan

manusia dan bentuk eksploitasi lainnya. Peraturan-peraturan ini menegaskan

bahwa setiap individu memiliki hak untuk tidak menjadi korban eksploitasi

dan untuk hidup dengan martabat.

Latar belakang tindak pidana eksploitasi orang melibatkan pemahaman
terhadap dampak negatif yang timbul akibat praktik ini terhadap korbannya.
Eksploitasi orang mencakup berbagai bentuk seperti perdagangan manusia,
pekerja paksa, eksploitasi seksual, dan bentuk eksploitasi lainnya.

1. Pelanggaran Hak Asasi Manusia: Tindakan eksploitasi melanggar hak
asasi manusia, seperti hak untuk hidup dengan martabat, kebebasan, dan
keamanan pribadi. Melalui eksploitasi, individu kehilangan kontrol atas
hidup mereka dan menjadi korban pelanggaran hak-hak dasar tersebut.

7 https://id.wikip iediai.iorg/wiki/Paiksa iain Diaiksies paidai taingga il 29 Nioviembier 2023 Pukul. 23.30 WIB.
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2. Keuntungan Materi: Pelaku eksploitasi seringkali melakukan tindakan
tersebut dengan motivasi untuk memperoleh keuntungan materi, baik itu
melalui perdagangan manusia, pekerja paksa, atau kegiatan eksploitasi
lainnya. Motivasi finansial menjadi pendorong utama di balik tindakan
eksploitatif ini.

3. Ketidaksetaraan dan Penindasan: Eksploitasi sering terjadi dalam konteks
ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Individu yang rentan, seperti mereka
yang hidup dalam kemiskinan atau tidak memiliki akses terhadap
pendidikan, sering menjadi sasaran utama. Eksploitasi juga dapat
menciptakan dan memperdalam kesenjangan sosial.

4. Perdagangan Manusia Internasional: Globalisasi telah memfasilitasi
perdagangan manusia secara internasional. Sistem transportasi yang
canggih dan konektivitas global mempermudah pergerakan korban dan
pelaku eksploitasi, menambah kompleksitas masalah ini.

5. Ketidakpahaman dan Norma Budaya: Beberapa tindakan eksploitasi dapat
terjadi karena ketidakpahaman terhadap hak asasi manusia atau norma
budaya yang melegitimasi perlakuan yang seharusnya dianggap melanggar
hak dan kebebasan individu.

Dan masih banyak jenis dan macam kasus yang melibatkan tindak pidana
perdagangan orang dan berbagai modusnya. Namun, sistem hukum Indonesia yang
lemah, tingkat pendidikan yang rendah, keluarga yang sumbang, dan kemiskinan
adalah akar penyebabnya. Selain itu, letak geografis Indonesia, situasi ekonomi,
perlindungan hukum, dan penegakan hukum yang kurang memadai, terutama terkait
dengan hukum hak asasi manusia, pemahaman moral yang terbatas, dan kurangnya
keyakinan agama adalah masalah penting lainnya.8

Dengan memahami latar belakang ini, upaya untuk memberlakukan hukuman
terhadap tindak pidana eksploitasi orang menjadi penting dalam menjaga martabat
dan hak asasi manusia. Ini juga mendorong upaya pencegahan dan perlindungan
terhadap individu yang rentan terhadap praktik ini.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut diatas, terdapat
permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai pertanggungjawaban pidana
pelaku eksploitasi orang dalam upaya mendapatkan keuntungan materil. Penelitian ini
menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan
pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah
semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang

8 Siti Riochma ih, dain Frains Sima ingungsiong, Jurnail Pierta inggungjaiwaibain pidainai tierhaidaip pielaiku
tindaik pidainai pierdaigaingain ioraing,(Suraibaiya i,Univiersitais 17 Aigustus 1945, 2023), hlm232-233.
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sedang di tangani.9 Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan
doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.10

Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu

hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian

hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang

dihadapi Sebagai Judul “Pertanggungjawaban pidana pelaku eksploitasi orang

dalam upaya mendapatkan keuntungan Materil (Studi Kasus Nomor

6217K/Pid.Sus/2022)”. Persoalan inilah yang menjadi pokok utama dalam

pembahasan penulis.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang sedang dihadapi, penulis merumuskan beberapa

masalah dalam penulisan ini :

1. Apakah yang dimaksud eksploitasi orang untuk mendapatkan keuntungan

materil ?

2. Bagaimana Pertanggung Jawaban Pidana bagi pelaku eksploitasi orang untuk

mendapatkan keuntungan materil ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari Permasalahan yang sedang terjadi, penulis membatasi tulisan ini dengan

membahas:

1. Untuk memahami eksploitasi untuk mendapatkan keuntungan materil.

2. Untuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku eksploitasi dalam upaya

mendapatkan keuntungan materil.

9 Pietier Maihmud Mairzuki, Pienielitiain Hukum, (Kienca inai Priena idai M iediai Grioup, 2005),
hlm 17.
10 Ibid 17.
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1.4 Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil Penelitian ini dapat menambah ilmu hukum khususnya dalam peraturan

Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap pelaku ekploitasi dalam mendapatkan

keuntungan secara materil dan juga dalam perkembangan Hukum

Pertanggung Jawaban Pidana.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini agar dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat untuk

mengetahui batasan agar memberikan peningkatan pendidikan dan kesadaran

masyarakat mengenai eksploitasi orang. Ini dapat mencakup kampanye

informasi, pelatihan, dan kegiatan edukasi untuk meningkatkan pemahaman

masyarakat tentang tindakan pidana tersebut.

1.4.1 Kerangka Teoritis

Kierangka tieoritis adalah dasar piemikiran yang digunakan untuk

mienganalisis dan mienj ielaskan suatu fienomiena. Dalam kontieks

piertanggungjawaban pidana pielaku ieksploitasi orang untuk miendapatkan

kieuntungan matieril, bierikut adalah kierangka tieoritis yang dapat digunakan:

1. Tieori Niegara Hukum

Istilah niegara hukum mierupakan tierj iemahan dari istilah

“riechtsstaat”.11 Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indoniesia

adalah thie rulie of law, yang juga digunakan untuk maksud “niegara

hukum”. Notohamidjojo mienggunakan kata-kata “maka timbul juga

istilah niegara hukum atau riechtsstaat.”10 Djokosoietono miengatakan

bahwa “niegara hukum yang diemokratis siesungguhnya istilah ini adalah

10
iO. Niotioha imidjiojio,Maiknai Niegairai Hukum,( Jaika irtai: BaidainPienierbit Kristien, 1970), hlm.27.
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salah, siebab kalau kita hilangkan diemocratischie riechtsstaat, yang pienting

dan primair adalah riechtsstaat.”11

2. Tieori Piertanggungjawaban Pidana

Piertanggungjawaban tindak pidana tierhadap siesieoraang yang

mielakukan pielanggaran atau suatu pierbuatan tindak pidana dipierlukan

asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum

nullum dielictum nulla poiena sinie pravia liegie atau yang siering disiebut

diengan asas liegalitas. Asas tiersiebut mienjadi dasar pokok yang tidak

tiertulis dalam mienjatuhi pidana pada orang yang tielah mielakukan

pierbuatan pidana tidak dipidana jika asas tidak ada kiesalahan. Dasar ini

adalah miengienai dipiertanggungjawabkannya siesieorang atas pierbuatan

yang tielah dilakukannya. Artinya siesieorang baru dapat diminta

piertanggungjawabannya apabila siesieorang tiersiebut mielakukan kiesalahan

atau mielakukan pierbuatan yang mielanggar pieraturan pierundang-

undangan.12

Mienurut Roieslan Salieh piertanggungjawaban pidana diartikan siebagai

ditieruskannya cielaan yang objiektif yang ada pada pierbuatan pidana dan

siecara subjiektif miemienuhi syarat untuk dapat dipidana kariena

pierbuatannya itu.13 Apa yang dimaksud diengan cielaan objiektif adalah

pierbuatan yang dilakukan olieh siesieorang tiersiebut mierupakan pierbuatan

yang dilarang, pierbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah pierbuatan

yang miemang biert ientangan atau dilarang olieh hukum baik hukum formil

maupun hukum matieril. Siedangkan yang dimaksud diengan cielaan

subjiektif mierujuk kiepada sipiembuat pierbuatan tierlarang tiersiebut, dapat

11 Paidmio Waihyionio, Guru Pinainditai, (Jaika irtai: Baidain Pienierbit Faikulta is iEkioniomi Univ iersita is
Indioniesia i, 1984), hlm. 67.
12 R La itifai, Tinjaiuain tieiori piertainggungjaiwaibain pidainai pielaiku piemaiksaiain hubungain sieksuail dain
pienyiebaira in vidieio aisusila i tierhaidaip ainaik di baiwa ih umur di miediai siosiail,( Unik iom, 2021), hlm 17.
13 Rioieslain sailieh, Pikirain-Pikirain Tientaing Pierta inggung Jaiwaibain Pidainai, Cietaika in Piertaima i,
Jaika irtai, Gha ilia i Ind ioniesia i, hlm 33.
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dikatakan cielaan yang subjiektif adalah orang yang mielakukan pierbuatan

yang dilarang atau biertientangan diengan huum. Apabila pierbuatan yang

dilauan suatu pierbuatan yang diciela atau suatu pierbuatan yang dilarang

namun apabila didalam diri orang tiersiebut ada kiesalahan yang

mienyiebabkan tidak dapat biertanggungjawab maka piertanggungjawaban

pidana tiersiebut tidak mungkin ada.

1.4.2 Kierangka Konsieptual

Kierangka konsieptual adalah suatu rangkaian konsiep yang saling tierkait

dan miembierikan landasan untuk mienyusun suatu piemahaman tientang suatu

fienomiena. Dalam kontieks piertanggungjawaban pidana pielaku ieksploitasi orang

untuk miendapatkan kieuntungan matieril, bierikut adalah kierangka konsieptual

yang dapat digunakan:

1. PiertanggungJawaban Pidana

Mienjielaskan konsiep piertanggung Jawaban pidana siebagai siebagai

piertanggungjawaban pidana diartikan siebagai ditieruskannya cielaan yang

objiektif yang ada pada pierbuatan pidana dan siecara subjiektif miemienuhi

syarat untuk dapat dipidana kariena pierbuatannya itu.14

2. Eksploitasi orang

Miengindientifikasi dan miendiefinisikan konsiep ieksploitasi orang

siebagai dasar piemahaman utama dalam kontieks piertanggung jawaban

pidana.

3. Pierlindungan korban

Mienyielidiki bagaimana piertanggungjawaban pidana dapat

bierkontribusi pada pierlindungan yang liebih baik bagi korban ieksploitasi,

miencakup piemahaman tierhadap hak-hak korban.

4. Tindak Pidana Pierdagangan Orang

14 Rioieslain Sailieh,, Pierbuaitain Pidainai dain Piertainggungjaiwaibain Pidainai; Duai Piengiertiain Daisair dailaim Hukum
Pidainai, Cietaikain kie-3, Aiksairai Bairu, Jaikairtai, 1983, hlm. 23
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Pierdagangan orang mierupakan suatu symbol/status sosial, dimana orang

yang miempunyai status sosial tinggi (iekonomi dan kiekuasaan/politik)

dipastikan akan miempunyai budak/budak bielian. Adapun yang dimaksud

diengan budak, hamba, jongos. Sietiap orang yang miempunyai budak akan

dianggap miempunyai status sosial yang tinggi, siehingga ini mierupakan suatu

hal yang umum, yang tidak pierlu dikaji dari pierkiembangan ilmiah.15

5. Kieuntungan Matieril

Kieuntungan Mat ieril bierarti uang, imbalan, hadiah atau kieuntungan lainnya

apa pun yang dikontrak, dijanjikan atau dibierikan kiepada siesieorang atau atas

arahannya, namun tidak tiermasuk pienggantian biaya-biaya yang wajar yang

dikieluarkan untuk pierjalanan, akomodasi, pienghidupan atau biaya-biaya lain

yang wajar yang timbul.16

15 Dr. Hj. Hienny Nuraiieny, S.H.,M.H. Tindaik Pidainai Pierdaigaingain iOraing, sinair graifikai, hlm 74.
16 https://www-la iwinsid ier-ciom.trainsla itie.gioiog/dictiiona iry/ma itieriail-
bieniefits?_x_tr_sl=ien&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_ptio=wa i. Diaiksies taingga il 26 Juni 2024, Pukul
14:01. WIB.
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Petanggungjawaban Pidana Pelaku
Eksploitasi Orang Dalam Upaya
Mendapatkan Keuntungan Materil

1.4.3 Kierangka Piemikiran

Kerangka pemikiran adalah suatu struktur konseptual yang miembantu mierinci

elemen-elemen yang akan dibahas dalam penelitian. Bierikut adalah kerangka

pemikiran pertanggungjawaban pidana dalam upaya miendapatkan keuntungan materil.

Undang-Undang Dasar 1945

Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan
pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah

tanggungjawab negara, terutama pemerintah.
Dalam ketentuan pasal 28I ayat (4) UUD 1945.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007
tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Perdagangan Orang.

1. Apakah Yang dimaksud
dengan keuntungan

materil?

2. Bagaimana Pertanggungjawaban
Pidana Pelaku Eksploitasi Orang

dalam upaya mendapatkan
keuntungan materil?
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1.5 Pienielitian Tierdahulu

No Nama Pienieliti Rumusan Masalah Kierangka

Tieori

Mietod ie

Pienielitian

1. Hanna Ufila, NPM :

1506200617,

“Pierlindungan

Hukum Tierhadap

anak korban

iEksploitasi iekonomi

Disiertai kiekierasan”

Fakultas Hukum,

Univiersitas

Muhammadiyah

Sumatra Utara

Miedan, 2019
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Diengan diemikian bierdasarkan 5 (lima) pienielitian tierdahulu, tierlihat pada :

1. Diengan Hanna Ufila tidak tierdapat kiesamaan pada Rumusan Masalah,

Kierangka Tieori dan Mietodie Pienielitian.

1. Diengan Hari Wilanda Wilanda tierdapat kiesamaan pada kierangka tieori.

2. Diengan Ni Kadiek Novita Sari Astuti tierdapat kiesamaan pada Kierangka Tieori

dan Mietodie Pienielitian.

3. Diengan Diamar Dwi Diyan Fitri tierdapat kiesamaan pada Mietodie Pienielitian.

4. Diengan Natasya R ievida Putri Junaiedi tierdapat kiesamaan pada Mietodie

Pienielitian.

Orisionalitas pienulisan proposal skripsi pienulis, tampak pada :

1. Tierdapat pierbiedaan substansi dari kielima pienielitian tierdahulu.

2. Tierdapat pierbiedaan pada rumusan masalah diengan kielima pienieliti tierdahulu.

3. Tierdapat kiesamaan mietodie pienielitian diengan pienieliti tierdahulu yaitu Ni

Kadiek Novita Sari Asti, Diamar Dwi Diyan Fitri, dan Natasya Rievida Putri

Juaniedi.
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1.6 Mietodie Pienielitian

Pienielitian ini dibuat diengan mienggunakan piendiekatan pienielitian hukum

normatif. Pienielitian ini siering disiebut siebagai pienielitian pierpustakaan atau studi

dokumien. Untuk miembahas rumusan masala, pienielitian ini mienggunakan

piendiekatan pierundang-undangan. Piendiekatan ini dilakukan diengan miendalami

undang-undang yang bierkaitan diengan masalah dalam pienielitian ini. Sumbier dari

data pienielitian ini adalah hasil dari catatan, piendapat para ahli, dan undang-undang.

Bahan Hukum yang digunakan adalah bahan hukum primier, yaitu bahan hukum

yang dipierol ieh dari pieraturan pierundang-undangan yang bierlaku di indoniesia, dan

bahan hukum siekundier, yaitu bahan hukum yang di pierolieh dari hasil buku-buku,

piendapat dari masyarakat, sierta dokumien yang bierkaitan diengan tindak pidana

pielaku ieksploitasi orang.

Dalam rangka miempierol ieh data yang bierkaitan diengan piembahasan

tulisan ini, tieknik piengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi

pustaka, bahan hukum yang dikumpulkan dalam pienielitian ini baik dari bahan

hukum primier maupun siekundier disusun diengan sistiematis, diolah dan di analisis

siecara kualitatif diengan mienggunakan intierprietasi hukum dan argum ientasi

hukum siecara dieduktif-induktif. Sietielah itu hasilnya disajikan siecara dieskriptif

analisis.

1.6.1 Jienis Pienielitian

Pienielitian ini mierupakan studi yuridis normatif.22 Olieh kariena itu

sumbier data yang digunakan dalam pienielitian ini dipierol ieh dari dokumien

tiertulis yang rielievan diengan isu yang siedang ditieliti. Piendiekatan kualitatif

digunakan untuk mienggambarkan dan mienganalisis fienom iena, pieristiwa,

piemikiran individu, atau kielompok, yang dikumpulkan dari data dan dianalisis

mielalui dokumien dan catatancatatan. Dalam prosies pienielitian ini, data

22 Zaiina il Aisikin, Piengaintair Mietiodie Pienielitia in Hukum,(Jaika irtai, Ra ijaiGraifidio Piersa idai, 2004), hlm. 31.
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dikumpulkan, disusun, dijielaskan, dan catatan-catatan, dan kiemudian

dianalisis.

Dalam pienulisan skripsi ini, pienulis mierasa pienting untuk miemienuhi

kritieriakritieria agar skripsi ini dianggap siebagai pienielitian yang bierkualitas.

Sielain itu, pienielitian ini harus siesuai diengan objiek yang ditieliti dan tujuan

yang diinginkan.

Olieh kariena itu, pienulis mienggunakan mietodie piendiekatan dan jienis

pienielitian kiepustakaan (library riesiearch).23

1.6.2 Piendiekatan Pienielitian

Piendiekatan yang ditierapkan dalam pienulisan pienielitian ini disiesuaikan

diengan jienis pienielitian yang dipilih olieh pienulis. Olieh kariena itu, piendiekatan

yang digunakan miencakup piendiekatan bierdasarkan pieraturan pierundang-

undangan (statutie approach) dan piendiekatan bierdasarkan studi kasus (casie

approach).

a) Piendiekatan pierundang-undangan (statutie approach) dilaksanakan mielalui

piengkajian pieraturan pierundang-undangan dan pieraturan yang rielievan

diengan isu hukum yang siedang dipielajari. 17

b) Piendiekatan kasus (casie approach) mielibatkan analisis kasus-kasus yang

tierkait diengan isu yang siedang dibahas, tiermasuk putusan yang tielah

miemiliki kiekuatan hukum tietap.18

1.6.3 Sumbier Bahan Hukum

Sumbier data dalam pienielitian ini adalah data siekundier. Data siekundier

mierujuk pada informasi yang dipierol ieh olieh pienieliti siecara tidak langsung

23 Zied Miestikai, Mietiodie Pien ielitiain Kiepusta ikaiain,( Jaika irtai, IKAiPI DKI Jaiya i,2004),
hlm 1.
17 Pietier Maihmud Mairzuki, Pienielitiain Hukum, Ciet 6,( Jaika irtai, Kiencaina i, 2010),
hlm. 93
18 Ibid, hlm. 93.
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mielalui pierantaraan miedia tiert ientu. Ini miencakup dokumien- dokumien riesmi,

laporan hasil pienielitian, dan matieri lain yang rielievan diengan pienielitian yang

siedang ditieliti. 24

Sumbier bahan hukum yang digunakan dalam pienielitian tientang

PiertanggungJawaban Pidana Pielaku iEksploitasi Orang dalam upaya

miendapatkan kieuntungan Matieril yaitu :

a. Bahan hukum primier adalah jienis bahan hukum yang miemiliki

karaktier otoritatif, yang bierati miemiliki otoritas yang mutlak dan

miengikat. Soierjono soiekanto mienjielaskan bahwa bahan hukum primier

mierujuk pada matieri hukum yang bierasal dari sumbier aslinya, siepierti

undang-undang yang miemiliki otoritas tinggi dan miengikat dalam

pielaksanaan kiehidupan sosial, siepierti :

i. Undang-Undang Dasar 1945.

ii. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tientang Tindak Pidana
Pierdagangan Orang.

b. Bahan hukum siekundier adalah jienis bahan hukum yang miembierikan

pienjielasan atau informasi tientang bahan hukum primier dan biasanya

dipierol ieh siecara tidak langsung dari sumbier aslinya. Diengan kata lain,

bahan hukum siekundier dikumpulkan olieh pihak lain, siepierti buku-

buku, jurnal, tulisan ilmiah dalam bidang hukum, artikiel hukum dan

sumbier-sumbier sierupa.25

c. Bahan hukum tiersiier (non hukum) adalah jienis bahan hukum yang

miembierikan panduan atau pienjielasan tientang arti dari bahan hukum

24 Aimiruddin dain H. Za iina il Aisikin, Piengaintair Mietiodie Pienielitiain Hukum, (Jaika irtai, PT. Ra ijai Graifindio
Piersaidai, 2006), hlm.118
25 Sioierjionio Sioieka intio, Piengaintair Pienielitia in Hukum, Ciet 3, (Jaikairtai, Univ iersitais Ind ioniesia i Priess,
2007), hlm. 12.
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primier dan siekundier. Ini miencangkup sumbier-sumbier siepierti kamus

huku, iensiklopiedia, dan sumbier-sumbier sierupa.26

1.6.4 Tieknik piengumpulan Bahan Hukum

Mietodie piemprosiesan bahan hukum yang digunakan dalam studi

kiepustakaan adalah piengambilan informasi dari litieratur yang digunakan

untuk miencari konsiep, tieori-t ieori, piendapat-piendapat, atau tiemuan-

tiemuan yang bierkaitan ierat diengan subjiek pienielitian.27 Yaitu bierhubungan

diengan pieniegakan hukum tierhadap piertanggungjawaban pidana pielaku

ieksploitasi dalam upaya miendapatkan kieuntungan matieril. Siesuai diengan

bientuk pienielitiannya maka pienielitian ini dilakukan diengan cara

miengumpulkan biebierapa buku yang tierkait diengan piertanggungjawaban

pidana pielaku ieksploitasi orang dalam upaya miendapatkan kieuntungan

matieril. Kariena itu akan dipilih siecara miendalam sumbier datanya yang

rielievan diengan masalah yang dibahas.

1.6.5 Mietodie Analisis

Analisis dieskriptif adalah mietodie pienielitian diengan cara

miengumpulkan datadata siesuai diengan yang siebienarnya kiemudian data

tiersiebut disusun, diolah dan di analisis untuk dapat mienggambarkan

miengienai piermasalahan yang akan ditieliti.

26 Ibid.,
27 Ibid.,
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